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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAIJALAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (1)
dan Pascal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa Kkepada
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi
Intensif dan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah disediakan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan
kemampfuan keuangan daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 10
dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, menyebutkan bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai besamya kemampuan keuangan daerah,
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam
hurufa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pemalang dan belanja penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang”Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
PemerirJtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ),

Undan”®-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas U[ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara [Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudiikan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneswia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional,
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MENETAPKAN

8.

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun
2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2007 Ncmor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 4 September
2014 Nomor : 170/83/2014 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 22 September
2014 Nomor : 170/63/2014 tentang Peresmian Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Bhakti 2014-
2019;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL pimpinan dewan perwakilan rakyat
DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Pimpinan DPRD adalah) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pemalang.

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

Anggota DPRD

adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pemalang.
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5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan
bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang.

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
Uang Representasi;

Tunjangan Keluarga;

Tunjangan Beras;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan;

Tunjangan Panitia Musyawarah;
Tunjangan Komisi;

. Tunjangan Panitia Anggaran;
Tunjangan Badan Kehormatan; dan

. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
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Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi
Intensif.

Pasal 4

Kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
setiap bulan.

Pasal 5

Ketentuan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
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Pasal 6

Q) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung sebagai berikut: Pendapatan
Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2, Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi
umum.

(3) Belanja Pegawai Negeri ipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi
gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan
tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pasal 7

Berdasarkan hitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 sebesar
Rp.510.378.668.000,00,- (lima ratus sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh
delapan juta enam ratus bnam puluh delapan ribu rupiah) dan termasuk
dalam kategori Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

Pasal 8

Besamya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali uang
Representasi Ketua DPRD atau sama dengan Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga
ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 9

Besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebesar 6(enam) kali uang representasi
Ketua DPRD ditambah 4(empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil
Ketua DPRD atau sama dengan Rp. 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh
ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diberikan setiap bulan terhitung mulai tanggal ljanuari 2017.

(2) Belanja Penunjang Opdrasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 disediakan dalam anggaran belanja Sekretariat DPRD mulai
tanggal 1Januari 2017
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Pasal 11

(1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dipergunakan untuk :

a. Representasi, antara lain menyampaikan informasi dan permasalahan
yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan
keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;

b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan,
upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah,
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati Pemalang,
musyawarah pimpinan daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat,
menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/
kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil.

(2) Dalam rangkapertanggungjawaban belanja Penunjang Operasional
Pimpinan, Pimpinan DpRD wajib menandatangani pakta integritas yang
menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan
laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian
penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.

(4) Rincian penggunaan Belanja penunjang Operasional Pimpinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kegiatan, tujuan, penerima
(masyarakat/ kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang
ditandatangani Pimpinaln DPRD.

(5) Pertanggungjawaban  penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi
Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

Hirarki /

Diundangkan di Pemalang Paraf  Kasubbag ~ Kabag  Sekwan kda
Pada tanggal ft

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR



